SURAT KEPUTUSAN

KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

NOMOR : W15-U2/ %a./SK/KPN/10/2020

TENTANG

PENUNJUKKAN PETUGAS PENGGANTI PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU (PTSP) PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

MENIMBANG :

MENGINGAT

a.

Bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien
merupakan bagian dari komitmen Pengadilan Negeri Kandangan Kelas
IB dalam melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Mahkamah
Agung Rl dan empat lingkungan peradilan di bawahnya;

Bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi di Pengadilan Negeri
Kandangan dilaksanakan melalui Meja Informasi;

Bahwa agar pelayanan Meja Informasi dapat terlaksanakan dengan
baik, pertu dibentuk bahwa agar Pelayanan Meja Informasi dan Meja
Pengaduan dapat terlaksana dengan baik, perlu dibentuk Petugas
pengganti Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Bahwa nama-namanya yang ditunjuk dibawah ini dianggap mampu
untuk melaksanakan tugas dimaksud.

. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

transaksi elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-
undang Nomor 11 Tahun 2008 {entang informasi dan transaksi
elektronik;

Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi
publik:;

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik;
Peraturan Presiden RI Nomor 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
playanan terpadu satu pintu;

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009
tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di lingkungan
lembaga peradilan;

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011
tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012
tentang Standar Pelayanan Peradilan;

Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung Rl Bidang Non Yudisial
Nomor O1/WEKMA-NY/SK/I/2009 tentang Pedoman Pelayanan
Informasi pada Mahkamah Agung RI;



9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar
Layanan Informasi Publik;

10.8urat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan
Terpadu Satu Pintu pada Pengadilan Tingg dan Pengadilan Negeri;

11.Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
3239/DJU/SK/HMO02.3/11/2019 tentang Perubahan Surat Keputusan
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan
Negeri.

MEMUTUSEKAN:

MENETAPKAN: KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

TENTANG PENUNJUKKAN PETUGAS PENGGANTI PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU (PTSP} PADA PENGADILAN NEGERI
KANDANGAN KELAS IB

: Menunjuk yang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua] untuk

melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam lajur 4 (empat) dafiar
lampiran keputusan ini.

; Petugas pengganti bertugas menggantikan Petugas PISP  yang

berhalangan hadir. Jika petugas pengganti dan petugas PTSP sama-sama
berhalangan hadir, maka petugas yang jaga pada PTSP akan
dikoordinasikan dengan Panitera Muda dan Kepala Sub Bagian terkait
mengenai petugas jaga.

Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam
keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk
dilaksanakan sebagaimana mestinya.




Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas 1B

Nomor
Tanggal

: 01 Oktober 2020

W15-U2/.4}#/SK/KPN/10/2020

PETUGAS PENGGANTI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

No. Nama Petugas Jabatan Bagian

1. | Henni Apriani Tenaga Kontrak Kepaniteraan Pidana

2. | Dicky Malik Ibrahim, SH. Analis Perkara Kepaniteraan Hukum
NIP. 199605042019031002 Peradilan

3. | Dicky Malik Ibrahim, SH. Analis Perkara Kepaniteraan Perdata
NIP. 199605042019031002 Peradilan

4. | Adi Rakhmadani Tenaga Kontrak Keselaetariatan

5. | Fitrah Saputera, A.Md. Tenaga Kontrak Kesekretariatan

geri Kandangan Kelas 1B




